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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. PENGANTAR SOSIOLOGI KEWARGANEGARAAN 

Kata sosiologi berasal dari kata Perancis, Sociologie, suatu kata 

gabungan yang diciptakan pada tahun 1830 oleh filsuf Perancis Isidore 

Auguste Comte (1798-1857), dari bahasa Latin: Socius, yang berarti "kawan"; 

dan akhiran -ology, yang berarti "studi tentang", dari bahasa Yunani “λόγος: 

lógos”, artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kata bahasa Inggris, 

sociology, baru muncul pada tahun 1843 (Branford, 1903). Comte 

mengartikan sosiologi sebagai ilmu positif yang dapat digunakan untuk 

memahami dan mempelajari gejala-gejala sosial dalam hidup bermasyarakat 

berdasarkan analisa logika yang rasional dan ilmiah. Dengan demikian, gejala 

sosial yang ada di masyarakat dapat dikenali dan dapat diantisipasi 

kemungkinan-kemungkinan terburuknya sebelum benar-benar terjadi. 

Émile Durkheim merupakan tokoh yang memperluas sosiologi menjadi 

sebuah disiplin ilmiah. Ia memandang bahwa sosiologi merupakan ilmu yang 

mengkaji fakta di masyarakat dan dapat menjadi institusi sosial dalam tatanan 

kehidupan masyarakat. Dari fakta yang menggambarkan cara berfikir, sikap 

dan bertindak masyarakat tersebut, Émile Durkheim meyakini ada satu pola 

yang dapat digunakan untuk mengendalikan kumpulan individu tersebut. 

Sedangkan, Max Weber memiliki pandangan bahwa sosiologi dapat 

digunakan sebagai suatu kajian yang dapat melihat tindakan sosial. Dengan 

demikian, fenomena-fenomena sosial tertentu dapat dijelaskan sebab-

akibatnya (Soekanto, 1994). 

Jadi, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sedangkan 

masyarakat itu sendiri adalah sekelompok individu yang mempunyai 

hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Sosiologi 

mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosialmanusia 

dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Kelompok tersebut 

mencakup keluarga, suku bangsa, negara dan berbagai organisasi politik, 

ekonomi, dansosial 

Istilah kewarganegaraan “Citizenship” telah dikenal sejak jaman 

Aristoteles (384-322 BC). Dalam bukunya yang berjudul “Politics” 

Aristoteles menjelaskan “Citizenship” sebagai gagasan awal 

kewarganegaraan seperti yang diterjemahkan oleh Ernest Barker (1995) 

dalam bukunya “The Theory of Citizenship and Constitution”, bahwa 

kewarganegaraan tidak ditentukan oleh penduduk atau sekedar 



2 | Sosiologis Kewarganegaraan   

kemampuannya di depan pengadilan. Warga negara adalah seorang yang 

secara permanen menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan memegang 

jabatan. Hal ini disebut dengan istilah warga negara dengan kreteria yang 

terbatas atau kreteria fungsional” karna warga negara hanya didefinisikan; the 

administration of justice dan the holding of office. Tentu saja definisi ini tidak 

sesuai dengan konsep kewarganegaraan dalam arti popular dan pragmatis 

yang menyatakan bahwa kewarganegaraan dapat diperoleh melalui kelahiran 

dan keturunan sesuai azas pewarganegaraan ius soli dan ius sanguinis serta 

naturalisasi seperti yang kita kenal sat ini (Azyumardi Azra, 2003). 

Menurut Aristoteles, kewarganegaraan tidak ditentukan oleh penduduk 

atau hanya sekedar kemampuannya di depan pengadilan. Warga Negara 

adalah seseorang yang secara permanen menjalankan pemerintahan yang 

berkeadilan dan memegang jabatan. Gagasan tentang kewarganegaraan yang 

dikemukakan oleh Aristoteles ini erat kaitannya dengan konsepnya tentang 

negara dan etika. Manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial, makhluk 

hidup yang membentuk masyarakat. Demi keberadaannya dan demi 

penyempurnaan dirinya diperlukan persekutuan dengan orang lain. Untuk 

keperluan itu dibutuhkan negara. Negara bertujuan untuk memungkinkan 

hidup dengan baik, seperti halnya dengan segala lembaga yang lain 

(Hadiwijono, 2008). 

Di Kekaisaran Romawi, kewarganegaraan berubah bentuk. 

Kewarganegaraan itu diperluas dari masyarakat skala kecil ke seluruh 

kekaisaran. Roma menyadari bahwa pemberian kewarganegaraan kepada 

orang-orang dari seluruh kekaisaran melegitimasi kekuasaan Romawi atas 

wilayah ditaklukkan. Kewarganegaraan di era Romawi tidak lagi sekedar 

status badan politik, tapi direduksi menjadi perlindungan hukum dan ekspresi 

aturan dan hukum. Kewarganegaraan telah menjadi status hukum yang 

disertai dengan hak-hak khusus bagi anggota Civis Romanus (Pocock, 1980). 

Status kewarganegaraan telah menjadi hal yang menunjukkan status hukum 

seseorang, yang tidak cukup sama dengan status politik pada zaman Yunani 

Kuno. Selama berabad-abad, homo legalis dengan ini menunjuk orang yang 

dapat menggugat dan digugat di pengadilan tertentu. Orang yang termasuk 

dalam anggota Civis Romanus menikmati hak-hak khusus di seluruh daerah 

kekuasaan Romawi. 

Sedangkan, kajian tentang pemikiran kewarganegaraan kontemporer 

dapat ditelusuri dari karya sejumlah pakar antara lain Marshall (1950). 

Menurut Gunsteren (1988), pemikiran Marshall tentang kewarganegaraan 

meliputi tiga aspek, yakni bahwa warga negara: (1) memiliki hak bicara dalam 

pengambilan keputusan politik; (2) memiliki akses terhadap pengadilan 

umum yang dijalankan oleh warga Negara secara bersama untuk memutuskan 
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perkara menurut aturan yang berlaku sama bagi setiap warga Negara; dan (3) 

memiliki jaminan atas kondisi sosial ekonomi minimum (Wahab dan Sapriya, 

2011:183-184).  

Dapat kita gambarkan bahwa konsep kewarganegaraan itu adalah suatu 

hal yang berkaitan erat dengan hakekat dasar hidup manusia yang meliputi 

dimensi mono-dualisme dan dimensi mono-pluralismenya. Sehinnga jika 

dilihat dari substansi hakekat dasar hidup manusia maka kewarganegaraan 

adalah suatu keniscayaan bagi manusia itu sendiri. 

Dalam konsep ini dipahami bahwa kewarganegaraan itu selalu 

menyangkut tentang bagaimana hubungan dan kedudukan manusia itu di 

dalam masyarakatnya---apakah dia sebagai seorang individu atau bagian dari 

masyarakatnya. Menurut Aziz dan Sapriya (2001) bahwa kewarganegaraan 

itu menyangkut bagaiman hubungan antara manusia itu dalam posisinya 

sebagai rakyat, penduduk, ataukah warga negara terhadap negara dan 

pemerintahannya sebagai syarat konstitif berdirinya suatu negara.  

Menurut Gunsteren (1998) dalam Aziz dan Sapriya (2001), menyatakan 

bahwa ada tiga unsur yang harus dimiliki oleh warga negara, yakni: 1. 

Authonomy yakni batas kemampuan otonomi; 2. Judgment yakni pemberian 

pertimbangan; 3. dan Loyalty adalah loyalitas. Kemudian dari padangan ini 

timbul beberapa persepsi mengenai kewarganegaraan yaitu; Pertama, 

kewarganegaraan dalam arti terbatas merujuk pada makna kedudukan 

warganegara yang sama dalam bidang politik dan partisipasi, sedangkan 

kewarganegaraan dalam arti luas merujuk pada kedudukan partisipasi warga 

negara dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Kedua, kewagranegaraan 

dalam arti formal dan substantif. Dalam arti formal, dipandang dari aspek 

hukum atau norma yang terkait dengan hak dan kewajiban, sedangkan 

substantif merujuk pada watak warga negara yang riil dan pengaruh politik 

yang dimiliki. 

Perhatian terhadap kajian warga negara dari aspek sosiologi di dunia 

akademik sebenarnya bukanlah hal baru. Thomas Humprey Marshall, seorang 

sosiolog Inggris, dikenal sebagai perintis kajian kewarganegaraan dengan 

analisis sosiologis. Dalam ceramah pada 1949 yang memberikan inspirasi 

kepada sosiolog dan ilmuwan sosial generasi berikutnya, Marshall 

menyampaikan perkembangan hak-hak kewarganegaraan dalam tiga periode 

mulai abad ke-l8 hingga abad ke20. Hak-hak kewarganegaraan tersebut 

meliputi hak sipil, hak politik, dan hak sosial (Rahayu, 2007). 

Menurut Engin Isin dan Bryan S. Turner (2007), kewarganegaraan 

modern disusun secara historis dari aspek hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

yang berkaitan dengan kerja, layanan publik dan pembentukan keluarga. 

Kewarganegaraan didefinisikan sebagai keanggotaan untuk suatu masyarakat 
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melalui hak-hak yang terhimpun dengan pelayanan. Model kewarganegaran 

ini sebagai hak-hak sosial secara erat dikaitkan dengan sejarah hak-hak 

kewarganegaraan menurut sosiolog Inggris, Thomas Humprey Marshail 

(1893-1982), yakni meriputi hak sipil, hak politik, dan hak sosial. 

Jadi, Sosiologi Kewarganegaraan merupakan ilmu yang memfokuskan 

perhatian pada studi dan analisis hubungan antara individu, kelompok sosial, 

dan masyarakat dalam konteks kewarganegaraan. Bidang ini bertujuan untuk 

memahami bagaimana individu sebagai warga negara berinteraksi dengan 

sistem politik, sosial, dan ekonomi dalam suatu negara atau masyarakat 

tertentu. 

Penting untuk dicatat bahwa konsep sosiologi kewarganegaraan tidak 

hanya berfokus pada aspek hukum atau administratif dari kewarganegaraan, 

tetapi juga menggali bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, politik, dan 

ekonomi memengaruhi cara individu memahami dan menjalani peran 

kewarganegaraan mereka. Beberapa elemen penting dalam sosiologi 

kewarganegaraan meliputi identitas kewarganegaraan, partisipasi politik, hak 

dan kewajiban warganegara, ketidaksetaraan dan konflik kewarganegaraan, 

serta kewarganegaraan dalam konteks global. 

Sosiologi kewarganegaraan juga mempertimbangkan peran lembaga-

lembaga sosial seperti sekolah, media massa, dan keluarga dalam membentuk 

pemahaman dan orientasi kewarganegaraan individu. Selain itu, ini adalah 

bidang yang aktif dalam menganalisis isu-isu kontemporer seperti hak asasi 

manusia, pluralisme, multikulturalisme, dan dinamika sosial yang 

memengaruhi tatanan sosial dan politik dalam masyarakat. 

Dengan berfokus pada interaksi sosial, konstruksi sosial, dan pemahaman 

budaya seputar kewarganegaraan, sosiologi kewarganegaraan berkontribusi 

pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana individu dan 

masyarakat secara keseluruhan terlibat dalam proses politik, serta bagaimana 

hubungan ini membentuk dinamika sosial dalam masyarakat modern. 

 

B. TUJUAN DAN PENTINGNYA MEMPELAJARI SOSIOLOGI 

KEWARGANEGARAAN 

Mempelajari sosiologi kewarganegaraan memiliki sejumlah tujuan dan 

pentingnya dalam konteks pemahaman masyarakat modern dalam hal 

bernegara. Berikut ini adalah beberapa tujuan dan pentingnya mempelajari 

sosiologi kewarganegaraan: 

Tujuan Studi Sosiologi Kewarganegaraan antara lain: 

1) Memahami Dinamika Sosial dan Politik 

Salah satu tujuan utama sosiologi kewarganegaraan adalah untuk 

memahami cara individu dan kelompok sosial berinteraksi dalam 



Sosiologi Kewarganegaraan | 5  

kerangka kewarganegaraan. Ini membantu kita dalam memahami 

bagaimana kebijakan, hukum, dan institusi sosial memengaruhi 

kehidupan sehari-hari masyarakat. 

2) Menganalisis Identitas Kewarganegaraan 

Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana identitas 

kewarganegaraan terbentuk dan berubah, termasuk bagaimana faktor-

faktor seperti etnisitas, agama, dan budaya memengaruhi identitas 

individu sebagai warga negara. 

3) Mempelajari Partisipasi Politik 

Mempelajari sosiologi kewarganegaraan membantu kita memahami 

faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik warga negara, 

sehingga kita dapat memahami lebih baik bagaimana masyarakat terlibat 

dalam pemilihan, pengaruh kebijakan, dan perubahan politik. 

4) Mengidentifikasi Ketidaksetaraan dan Konflik 

Sosiologi kewarganegaraan berusaha untuk mengidentifikasi 

ketidaksetaraan sosial dan konflik dalam masyarakat, yang dapat 

membantu dalam merancang strategi dan kebijakan yang mengurangi 

ketegangan sosial dan meningkatkan keadilan. 

5) Studi Hak dan Kewajiban Kewarganegaraan 

Memahami hak dan kewajiban warga negara adalah bagian penting 

dalam sosiologi kewarganegaraan. Ini membantu dalam memahami 

struktur hukum, sistem politik, dan tanggung jawab individu sebagai 

warga negara. 

Adapun, Pentingnya Mempelajari Sosiologi Kewarganegaraan antara 

lain adalah: 

1) Mendorong Kewarganegaraan yang Bertanggung Jawab 

Mempelajari sosiologi kewarganegaraan membantu dalam 

mempromosikan kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Individu 

yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban 

kewarganegaraan cenderung lebih aktif dalam partisipasi politik dan 

berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. 

2) Membantu Merancang Kebijakan Publik 

Pengetahuan dari studi sosiologi kewarganegaraan dapat membantu 

pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan 

adil. Dengan memahami bagaimana masyarakat merespons dan 

berinteraksi dengan kebijakan, pemerintah dapat mengoptimalkan 

dampak positifnya. 

3) Mengatasi Konflik dan Ketidaksetaraan 

Sosiologi kewarganegaraan membantu dalam memahami akar konflik 

sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dengan pemahaman ini, 
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upaya dapat dilakukan untuk mengurangi konflik dan meningkatkan 

keadilan sosial. 

4) Meningkatkan Pemahaman Multikulturalisme 

Di dunia yang semakin terhubung, studi ini membantu dalam 

meningkatkan pemahaman tentang multikulturalisme dan keragaman 

budaya. Ini penting dalam masyarakat yang semakin multikultural. 

5) Mendorong Pendidikan Kewarganegaraan 

Sosiologi kewarganegaraan juga mendukung pendidikan 

kewarganegaraan yang lebih baik. Ini membantu individu memahami 

peran mereka dalam masyarakat dan merespons isu-isu sosial dan politik. 

Mempelajari sosiologi kewarganegaraan memberikan pemahaman 

mendalam tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana individu 

berinteraksi dengan masyarakat dan sistem politik. Hal ini penting untuk 

membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan demokratis serta untuk 

mengatasi tantangan dan konflik sosial yang mungkin timbul dalam dunia 

yang terus berubah. 

 

C. STRUKTUR BUKU 

Adapun buku ajar Sosiologi Kewarganegaraan ini terdiri dari 8 bab, di 

mana masing-masing bab terdapat latihan soal untuk melatih sejauh mana 

pemahaman anda setelah membaca materi yang disajikan. Struktur buku ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pendahuluan 

a. Pengantar sosiologi kewarganegaraan 

b. Tujuan dan pentingnya mempelajari sosiologi kewarganegaraan 

c. Struktur buku 

2. Konsep Dasar dalam Sosiologi Kewarganegaraan 

a. Definisi kewarganegaraan dan kewarganegaraan sosial 

b. Identitas nasional dan kewarganegaraan 

c. Hak dan kewajiban warga negara 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kewarganegaraan 

a. Keluarga dan pendidikan dalam pembentukan kewarganegaraan 

b. Media massa dan budaya populer dalam membentuk identitas 

nasional 

c. Globalisasi dan kewarganegaraan di era modern 

4. Kewarganegaraan dan Inklusi Sosial 

a. Kewarganegaraan dan kesenjangan ekonomi 

b. Kewarganegaraan dan rasisme 

c. Kewarganegaraan dan gender 
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5. Partisipasi Politik dan Kewarganegaraan 

a. Pemilihan umum dan partisipasi politik 

b. Gerakan sosial dan aktivisme dalam konteks kewarganegaraan 

c. Keterlibatan politik di tingkat lokal dan nasional 

6. Kewarganegaraan di Era Globalisasi 

a. Mobilitas internasional dan kewarganegaraan 

b. Migrasi dan kewarganegaraan ganda 

c. Organisasi supranasional dan kewarganegaraan global 

7. Konflik Sosial dan Tantangan dalam Kewarganegaraan 

a. Konflik etnis dan kewarganegaraan 

b. Kewarganegaraan dan keamanan nasional 

c. Kewarganegaraan dan ekstremisme politik 

8. Masa Depan Kewarganegaraan 

a. Tantangan dan perubahan dalam konsep kewarganegaraan 

b. Inovasi dalam partisipasi politik dan kewarganegaraan 

c. Impak teknologi terhadap kewarganegaraan  
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